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KEPUTUSAN CAMAT TALIBUR,\

NOMOR | 19 TAIIUN 2018

TENTANG

IZIN I'ENYELENGGARA.{N PENDIDII'AN ANAI( USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK SANTO DOMIMKUS - WAILAMUNG

CAMAT TALIBURA

Mcnimbang : a. Bahwa kelompok t'ermain merupakan salah satu bentuk Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam

Undarg-Undaog Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada

an:k merupakan dasar pencapaia[ bagi keberhasilan Pendidikan

Pemula;

Bahr.va Pendidikan Anak Usia Dini dapat diakses olch masyarakat

melalui Pembentukan Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok

Bermain, Taman Kanal(-Kanak;

Bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka PAUDI Taman

Kamk-Kanak St. Dominil:us Wailamung telah memenuhi syarat dan

dapat diberikan izin operasional;

Bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b

dan c, perlu menetapkan Keputusatr Camat Talibura tenlang Pemberia,l

lzin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (?AUD)

Undang-undang nomor 69 Tahrm 1958 tentaDg Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daemh Tingkat I Bali, Nusa

tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (l-embamn Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negam

Republik Indonesia Nomor 1655);

UDdang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 lentang Kesejahhteraan Anak

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1979 Nomor 32

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

Meng:ingat

b.

c.

: 1.

2.

3.



4. Ulldang-Undang Nomor 23 Tahun 22002 tentang Perlindungan Anak

(I-embaran Negara Repubiik lndonesia'lahun 2002 Nomor 109

Tambahan Lembaran Negara Republil IndonesiaNomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tertang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembarafl Ncgara Republik Indonesia fahuo 2003 Nomol 78,

Tan'tbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4301 );

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daelah

(Lembaran Negara Rcpublik lodonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir detrg.m Uodang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undaog-

Undang Nomor i2 Tatrun 22004 1e[tang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Ta:ibahan l,embaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4484):

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahr.n 2009 lentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik lndorresia I'ahun 2009 Nornor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang- undang Nomor 36 i'ahun 2009 tentang Kesehatan (I-embarar

Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tenlang Perkembargan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tabun 2009 Nomor 161, 'fambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I teltang Pembentukan Pemturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia fahur

2011 Nomor 82, Tambalan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintai Nomor 19 Tahu[ 2005 tentang Standar Nasional

Perdidikan (Lembaran Negara Republik lrrdonesia Tahun 2005 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496);

12. Peraturao Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta.ng pembagian Urusan

Pemedn{ah antara Pemedntah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah

Kabupaten4(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembara:r Negara Republik Indonesia Nomor

4',737);

13. Pemtulan Pemcrinlah Nomor 55 Tahu[ 2007 tentang pendidikan Agama

dafl Pendidikan Kcagamam (Lemharan Negara Repub]ik Indonesia



r6.

14.

15.

1'7.

Tahun 2007 Nolror 124, Tanbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 47'l'ahun 2008 tenlang Wajib Belajar

(I-embaran Ncgara Republik hdonesja Tahun 2008 Nomor 90,

Taunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peratuan Pemeriiltah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

PeDdidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

91, Tahbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemedntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan

Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemeritrtah Nomor 17 Tahui 2010 lentang Pengelolaan

Penyelenggaraan Pcndidikan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan LemL'raran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105), sebagaimana tclah diubah dengan Peratuan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negora Republik

lndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kcwenangan peme ntah Daemh

Kabupaten Sikta (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sikl<a Tahun 2007

Nomor 28 seri F Nonior 21, Tambaian Lembaran Daerah Kabupaten

SikkaNonror 35);

M EMUT USKAN
Menotapkan : 1. Membedkan lzin Operasional penyeleoggaraan kepada

st. Dominikus -Nana Lembaga

Alamat

Dcsa / Kelurahar

Kecamatan

Kabupaten

Propinsi

Pen anggungjawab

Penyelenggara

P,{UD / Taman Kanak-Ka.nak

Wailamung

Dusun Wailamung

Wailamung

Talibum

Sikka

Nusa Tenggam Timur

Kepala Desa Wailamung

Egcda Densiatra Bataona



2. Pemegang Izin Opcrasr'onal sebagaimana dimaksud dala:n Diktum

KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kcgiatan PALIDKelompok Bermain sehingga

memenuhi ltngsi sosialnya tcrhadap masyarakat

2. Membuat Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan

model yang ditetapkan

3. Laporan berkala tentang kegiataD PALID/Kelompok Bermai11

sebagaimana dimaksud dalam point 2 waiib dikirimkan ke Camat

Talibura

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tamatr Kamk-Kanak St. DominiL:us Wailamung tersebut dapat dicabut

kembali ijin operasional oleh Camat falibura apabila aktivitas

penyele[ggaman PALID sudah fidak berjalan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talibura

PadaTanggal : l9 Oktober 2018
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